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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  19  TAHUN  2017 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN  

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan 

Kinerja bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 123); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lemberan Negara Republik Nomor 6037); 

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional; 

8. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Narkotika Nasional (Lembaran Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 385); 

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2085); 

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 67); 

11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 

www.peraturan.go.id



2017, No.1633 
-3- 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 395); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN 

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat 

BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang 

bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekusor Narkotika. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang 

selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon PNS, PNS, 

prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Pegawai Lainnya yang 

berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang 

diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan 

bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 

lingkungan Badan Narkotika Nasional. 

4. Tunjangan Kinerja yang selanjutnya disebut Tunkin 

adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 
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2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan 

Badan Narkotika Nasional. 

5. Daftar Rekapitulasi Pegawai adalah daftar yang 

menunjukan susunan pegawai yang terdiri dari nama, 

Nomor Induk Pegawai atau Nomor Registrasi Pokok, 

pangkat, golongan, terhitung mulai tanggal jabatan, 

nama jabatan, dan kelas jabatan pada setiap satuan 

kerja di lingkungan BNN yang dikeluarkan oleh Biro 

Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN. 

6. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan struktural 

maupun fungsional dalam organisasi negara yang 

didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya 

digunakan sebagai dasar pembayaran Tunkin. 

7. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan 

dalam jangka waktu tertentu. 

8. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja 

karena alasan kesehatan. 

9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau 

yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan 

atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari 

sebagai pegawai. 

10. Pengembangan Kompetensi dalam Bentuk Pelatihan 

Klasikal adalah Pelatihan yang dilakukan melalui proses 

pembelajaran tatap muka di dalam kelas paling kurang 

melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran. 

11. Pengembangan Kompetensi dalam Bentuk Pelatihan  

Nonklasikal adalah Pelatihan yang dilakukan paling 

kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, 

pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran antar PNS 

dengan pegawai swasta. 

12. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak 

masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah. 
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Pasal 2 

(1) Maksud dari Peraturan Kepala Badan ini, sebagai 

pedoman dalam pembayaran Tunkin bagi Pegawai. 

(2) Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini, terwujudnya 

tertib administrasi dalam pembayaran Tunkin Pegawai. 

 

Pasal 3 

Prinsip-prinsip dalam pembayaran Tunkin: 

a. adil, yaitu Tunkin yang diberikan sesuai antara beban 

pekerjaan dengan tanggung jawab yang dimiliki; 

b. layak, yaitu Tunkin yang diberikan secara wajar sesuai 

dengan kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan 

anggaran yang ada; 

c. transparan, yaitu pemberian Tunkin dilaksanakan secara 

jelas dan terbuka; dan 

d. akuntabel, yaitu pemberian Tunkin dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNKIN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

(1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan BNN, 

selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, diberikan Tunkin setiap 

bulan.  

(2) Tunkin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

berdasarkan: 

a. kehadiran menurut jumlah hari dan jam kerja; 

b. Kelas Jabatan sesuai dengan Keputusan Kepala 

BNN;  

c. Daftar Rekapitulasi Pegawai setiap bulan; dan 

d. capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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